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ABSTRAK 

 

VALENTINO STEVAN CRISTIAN MANGEDO. Npm 92011403161043. Pengaruh 

Pembimbingan Psikososial Terhadap Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Terorisme Dalam 

Perspektif Hukum. Di bimbing oleh Abdul Muthalib Rimi dan Yusran Maaroef. 

Kata Kunci : Pengaruh Pembimbingan Psikososial Terhadap Penyesuain Diri Mantan 

Narapidana 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum 

(rechtsstaat) dan bukan negara atas kekuasaan (machtsstaat). Maka kedudukan hukum harus 

ditempatkan diatas segala-galanya. Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan 

untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu 

keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1.Apakah pembimbingan psikososial 

dapat mempengaruhi proses penyesuain diri mantan narapidana terorisme dalam bersosialisasi 

kembali ? 2.Apa yang menjadi dasar hukum pembimbingan psikososial mantan narapidana 

terorisme untuk memperkuat penyesuain diri ?  

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan, 

dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. 

Pentingnya Pembimbingan Psikososial Dapat Mempengaruhi Proses Penyesuain Diri 

Mantan Narapidana Terorisme Dalam Bersosialisasi Kembali. Penyesuaian diri  adalah respons 

individu dalam mengatasi kebutuhan internal dan tuntutan lingkungan. Pembimbingan dan 

adaptasi yang baik membantu mantan narapidana diterima kembali oleh masyarakat, 

memberikan mereka kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas 

hidup. Dasar Hukum Pembimbingan Psikososial Mantan Narapidana Terorisme Untuk 

Memperkuat Penyesuain Diri yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan yang menggarisbawahi perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi 

manusia dalam perlakuan terhadap narapidana. Undang-Undang Pemasyarakatan bertujuan 

untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkemanusiaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum 

(rechtsstaat) bukan negara diatas kekuasaan (machtsstaat), oleh karena itu, status hukum harus 

ditempatkan diatas segalanya. Hukum adalah alat negara yang bertujuan untuk mewujudkan 

ketertiban, perdamaian dan mengatur kehidupan suatu bangsa guna mencapai keseimbangan dan 

keadilan antara hak dan kewajiban.  

Hukum adalah kumpulan peraturan perundang-undangan memuat perintah dan larangan 

yang mengatur disiplin sosial dan karena itu harus dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Setiap 

tindakan harus mematuhi peraturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan ini tercermin dalam pokok 

pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang tersebut, alinea keempat UUD 1945. 

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya 

dalam penanggulangan kejahatanterkait masalah terorisme, dimanakelompok teroris dan aksi 

terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas sosial dalam berbagai negara. 

          Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah dan lembaga terkait bekerja keras dalam 

upaya pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi mantan anggota kelompok teroris ke dalam 

masyarakat. Salah satu aspek kunci dalam proses rehabilitasi adalah pembimbingan psikososial 

yang bertujuan membantu mantan napiter terorisme dalam penyesuaian diri mereka pasca terlibat 

dalam aktivitas terorisme.Dalam perspektif hukum, penting untuk memahami bahwa setiap 

individu memiliki hak asasi untuk mendapatkan rehabilitasi dan kesempatan kedua setelah 

melakukan tindakan kriminal, termasuk terlibat dalam aktivitasterorisme.Oleh karena itu, penting 
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untuk menyelidiki pengaruhpembimbingan psikososial terhadap penyesuaian diri mantan napiter 

terorisme dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang relevan. 

Upaya pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional 

dengan menetapkan undang-undangan dan peraturan nasional mengacu pada konvensi 

internasional dan peraturan perundang-undangan terkait dengan terorisme. Terkait ini, 

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat 

melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

Menjadi Undang-Undang. 

Prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu asas 

negara yang berdasarkan hukum, sehingga menjadi norma hukum, yang tertuang dalam 

peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan prinsip kemanusiaan sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b aturan tersebut menjelaskan Undang undang No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu : “Yang dimaksud 

dengan asas “kemanusiaan’ adalah setiap Materi yang terkandung dalam Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak dan martabat 

manusia, setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. undang-undang 

republik indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 

2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2002 

tentang penghapusan perbuatan kejahatan terorisme menjadi undang-undang. 
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      Di dalam konteks HAM, psikologi sosial dapat membantu menjelaskan bagaimana 

stereotip,prasangka dan diskriminasi dapat melanggar hak asasi manusia. Kesejahteraan 

psikologis wajib menggambarkan pikiran positif yang bisa menjadikan orang tersebut mampu 

berkontribusi penting dalam masyarakat (Onuoha & Bada, 2016; Suresh, Jayachander, Joshi, 

2013).  

Pada umumnya, (Ryff & Keyes, 1995) mendefiniskan kesejahteraan psikologis sebagai 

kemampuan seseorang untuk menerima dirinya apa adanya, membangun hubungan yang hangat 

dengan orang lain, mandiri dari tekanan masyarakat, menguasai lingkungan luarnya, mempunyai 

makna hidup, sehingga dapat mewujudkan potensi dirisendiri secara berkelanjutan, adanya 

dukungan dari masyarakat dapat membuat orang tersebut merasa diterima, tenang, 

diperhatikan,dicintai, hingga dapat membuatnya memiliki rasa percaya diri dan berkompeten. 

Jika orang tersebut diterima dan dihargai dengan baik, maka orang tersebut akan 

cenderung mengembangkan sikap positifnya, sehingga mampu menerima, dan menghargai diri 

sendiri, agar orang tersebut dapat hidup diantara masyarakat luas secara harmonis (Kartika, 

1996) di sisi lain, dukungan masyarakat rendah akan menimbulkan berbagai macam 

permasalahan kesejahteraan psikologis (Uchino, 2006).  

(Gottlieb, 1983), Dukungan masyarakat akan memberikan kemungkinan manfaat 

emosional mempengaruhi perilaku orang itu sendiri. Dukungan komunitas muncul karena  

persepsi bahwa ada orang yang akan membantu jika terjadi sesuatu, suatu situasi atau peristiwa 

yang dianggap dapat menimbulkan masalah sehingga bantuan ini dapat dirasakan bisa 

meningkatkan perasaan baik dan sejahtera, yang meningkatkan harga diri seseorang (Cohen & 

Wills, 1985).  
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Agar mendapatkan penjelasan terkait dukungan masyarakat bisa mempengaruhi kesehatan 

dan kondisi sesorang, terdapat teori “direct effect hyphothesisi” atau hipotesis efek langsung 

(Cultrona & Gardner, 2004). Dalam teori ini, dukungan masyarakat akan sangat bermanfaat 

(memberikan pengaruh yang baik) untuk kesehatan, sehingga dapat melindungi diri dari efek 

yang tidak baik, yang disebabkan adanya stressor yang sedang dialami. Sehingga dukunngan 

masyarakat tetap bermanfaat baik pada stressor yang kuat mapun yang lemah. 

MengIdentifikasi penyebab dan motif keterlibatan seseorang dalam jaringan terorisme 

penting diketahui sebelum melakukan rehabilitasi. dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

sukabdi, beliau menyebutkan ada enam motif yang mendorong lahirnya gerakan teroris 

diantaranya :  

(1) Agama ideologis, berarti membangun cita-cita pemerintah atau masyarakat berbasis agama di 

mana kekerasan dan aksi teroris dianggap sebagai cara sah untuk mencapai tujuan tersebut. 

(2) Solidaritas, artinya mengungkapkan empati, yaitu dengan membantu kepercayaan antar 

manusia, terutama ketika mereka diancam atau menjadi korban dalam situasi konflik. 

(3) tindakan balas dendam, artinya ikut serta dalam aksi teroris sebagai upaya untuk membalas 

musuhnya atas kekalahannya,  (nyawa keluargnya, atau harta benda) yang diderita pelaku. 

(4) Gerakan saparatis, artinya mencapai tujuan politik untuk memisahkan diri dari negaranya, 

hingga membuat negaranya sendiri..  

(5) Mentalitas massa, artinya berpartisipasi secara langsung terhadap aksi terorisme dan 

kekerasan tanpa alasan yang jelas, dengan maksud mengikuti orang lain (Sukabdi, 2015). 

Rehabilitasi psikologis menekankan pada aspek kesejahteraan psikologis. Dalam artian luas, 
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rehabilitasi psikologis didefinisikan sebagai upaya membangun kembali kapasitas dan fungsi 

narapidana teroris dimasyarakat dengan mengembangkan karakter dan kesejahteraan 

(Sukabdi, 2018).  

Proses rehabilitasi ini, sangat bermanfaat bagi pembinaan narapidana teroris, sehingga sangat 

menentukan keberhasilan program deradikalisasi. Deradikalisasi menggambarkan proses 

perubahan pandangan internasional dari yang ekstrem hingga moderat.  

Rabasa merupakan Salah satu tokoh yang meneliti isu teroris, menyatakan deradikalisasi 

adalah proses mengadopsi sistem kepercayaan ekstremis termasuk kesediaan untuk 

menggunakan, mendukung, atau menfasilitasi kekerasan, sebagai metode untuk melakukan hal 

tersebut, mempengaruhi perubahan masyarakat, (proses meninggalkan pandangan internasional 

yang ekstremis) sehingga menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat menerima kekerasan begitu 

saja untuk melakukan perubahan sosial" (Rabasa, Pettyjhon, Ghez, & Boucek, 2010,).  

Pandangan itu sejalan dengan Ashour (2009) yang mengatakan bahwa deradikalisasi 

merupakan upaya untuk mendelegitimasi penggunaan kekerasan untuk tujuan politik, sehingga 

bergerak maju menuju pandangan dunia yang menawarkan perubahan masyarakat melalui 

saluran sosial, politik, dan ekonomi, daripada mengunakan kekerasan. 

     Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul 

“PENGARUH PEMBIMBINGAN PSIKOSOSIAL TERHADAP PENYESUAIAN DIRI 

MANTAN NARAPIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM” 

B.Rumusan Masalah 
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     Dari latar belakang diatas, hal yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah pembimbingan psikososial dapat mempengaruhi proses penyesuain diri mantan 

narapidana terorisme dalam bersosialisasi kembali ? 

2. Apa yang menjadi dasar hukum pembimbingan psikososial mantan narapidana terorisme 

untuk memperkuat penyesuain diri ? 

C.Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pembimbingan psikososial dapat mempengaruhi proses penyesuain diri 

mantan narapidana terorisme dalam bersosialisasi kembali 

2. Untuk mengetahui dasar hukum pembimbing  psikososial mantan narapidana terorisme 

untuk memperkuat penyesuain diri. 

D.Manfaat Penelitian 

1. Untuk Ilmu Pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan 

Ilmu Pengetahuan Hukum  

2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sosial tentang sisi lain dari 

mantan narapidana terorisme dan bagaimana mereka dapat beradaptasi dengan masyarakat 

seperti umumnya.  

3. Untuk dapat dijadikan bahan masukan kepada pemerintah, untuk selalu memerhatikan 

terkait upaya mereka dalam beradaptasi kembali dengan masyarakat luar. 
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